BAB V
Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan

Setelah meneliti mengenai kekuatan hukum dari IMB serta penerapan sanksi yang
dijatuhkan kepada pelanggar IMB, penulis mengambil kesimpulan bahwa IMB tersebut
masih lemah kekuatannya, hal ini dikarenakan masyarakat yang masih belum taat pada
aturan yang berlaku sehingga IMB masih belum dipatuhi dan kegunaannya pun menjadi
abu-abu atau kurang jelas. Aturan yang ditegakkan pun masih terbatas untuk kalangan
masyarakat tertentu, hal ini menjadi salah satu faktor dimana masyarakat belum semuanya
sadar akan aturan tersebut dan akan mematuhi aturan mengenai IMB tersebut. Fungsi dari
IMB yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi tidak terlaksanakan,
apabila hal ini terus terjadi maka akan mengakibatkan semakin banyak kerugian,
ketidakadilan, masyarakat menjadi tidak tertib, perencanaan tata ruang bisa menjadi
semakin tidak beraturan.

Mengenai permasalahan sanksi administratif yang seharusnya diterapkan, sanksi
yang dijatuhkan juga masih terbatas untuk kalangan masyarakat tertentu, dimana aturan
mengenai sanksi administratif kota Bandung terkait pelanggar bangunan hanya ditujukan
untuk masyarakat tertentu bukan secara umum. Didukung dengan sosialisasi yang masih
minim membuat aturan tersebut masih belum optimal ditegakkan. Oleh karena itu, penulis
menarik kesimpulan bahwa penerapan sanksi administratif ini penegakkannya masih
terbatas untuk kalangan tertentu, sehingga masyarakat secara keseluruhan menjadi tidak
taat. Aturan mengenai sanksi administratif pun harus tetap ada, tidak boleh dicabut. Apabila
aturan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggar izin bangunan dicabut, maka akan
terjadi kekosongan hukum apabila ada pelanggaran dikemudian hari, dan mengenai IMB

nya pun menjadi tidak memiliki kekuatan.
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5.2. Saran

Dalam penelitian ini, penulis memberikan saran bahwa aturan mengenai IMB
tersebut harus jelas penegakkannya. Diperlukannya ketegasan dalam perundang-undangan
yang berlaku. Pada saat pemberian izin diberikan kepada pemilik bangunan, bisa disertai
dengan lampiran mengenai aturan sanksi administratif apabila melangga izin bangunan,
dengan adanya hal seperti itu maka akan mencegah pemilik bangunan untuk melakukan
pelanggaran, dan dengan hal tersebut aturan mengenai sanksi administratif terkait
pelanggar izin bangunan menjadi lebih tersosialisasikan. Aturan mengenai sanksi
administratif seharusnya berlaku untuk masyarakat secara umum bukan hanya untuk
masyarakat tertentu, hal ini demi tercapainya ketertiban pembangunan bangunan, keadilan
dan kepastian hukum bagi pihak pendiri bangunan serta bagi pemerintah. Kemudian terkait
pemberian izin, dalam pengawasannya pemerintah harus benar-benar mengawasi
pembangunan yang dilakukan oleh pemilik bangunan agar sesuai dengan izin yang telah
diberikan kepada pemilik izin, sehingga dengan mengoptimalkan pengawasan maka akan
berkurangnya pelanggaran yang akan terjadi. Pemerintah sebagai penyelenggara negara
harus memiliki integritas dalam menjalankan aturan yang telah dibuatnya. Sosialisasi
mengenai IMB serta sanksi apabila ada yang melanggar juga harus dioptimalkan, apabila
sudah dilakukan melalui 2 tahap yang dibagi perwilayah, mungkin bisa dibuat lebih intens
melakukan sosialisasi sesuai dengan daerah dimana yang paling banyak pelanggaran
bangunan terjadi, hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi sadar dan peduli terhadap
aturan yang ada sehingga tidak berani atau mencegah melakukan pelanggaran dan

terwujudnya ketaatan dimana kalau hendak membangun sebuah banguan harus ada izinnya.
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